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'PRINSIP-PRINSIP SISTEM
. PERSEROAN TERBATAS MENURUT
--i}NDAN{GUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995

" Muchyar Yara .

- Perkembangan pesat tata kehidupan perekono- . -
mian internasional sejok pasca Perang Dunin
i telah mendorong terjadinya perubahan men-
dasar terhadap prinsip-prinsip sistem perseroan

- sebagai pelaku penting dolam kegitan eko-
nomi nasignal maupun antar negara. Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

- Terbatas telah pula memiliki prinsip-prinsip
Sistein perseroan moderen yang diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan

~perkembangan zoman. Tulisan ini berusaha
menelaah secara singkat prinsip-prinsip baru
sistem perseroan dolem Undang-undang Per-
seroan Terbatas.

A Pendahuluan

Tanggal 7 Maret 1995 akan tercatat sebagax tanggal bersejarah dalam
proses pembangunan hukum di Indonesia, -khususnya. bagz pembangunan
hukum dibidang ekonomi, karena pada tanggal inilah Presiden Socharto
mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai: "UUPT")!

Kehadiran UUPT ini menandakan berakhirnya penantian selama kurang~
leblh 19 tahun semenjak pertama kalinya rancangan undang-undang tentang
perseroan terbatas disusun oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1976.
Disamping itu pula UUPT ini mengakhiri juga eksistensi ketentuan Pasal 36
s/d Pasal 56 thab Undang—Undang Hukum Dagang (KUHD), yang telah

! Lembaran Negars Tahun 1995 Nomor 13/Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587
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berumur kurang-lebih 147 tahun.? Sebagaimana yang diketahui bersama, .
KUHD yang berlaku di Indonesia selama ini berdasarkan asas konkordasx :
hanyalah terjemahan belaka dari “Wetboek van Koophandel”, -yang mula;
berlaku di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) pada tanggal 1 Mei 18482
- Meskipun UUPT ini baru akan mulai beriaku-secara efektif pada tanggai
7 Maret 1996, yaitu satu tahun sejak saat UUPT ini diundangkan, namun
mensmgat pentingnya peranan badan usaha yang berbentuk perseroan ter-
batas-di:dalam kehidupan perekonomian nasional, maka dirasakan perlunya
upaya sosialisasi UUPT ini dilaksanakan oleh semua pihak yang berkegen-___ _
tingan sedini mungkin. Tulisan singkat ini dimaksudkan pula sebagal upaya
untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi UUPT.

%» *Sesuai-dengan tujuannya, maka UUPT ini diharapkan dapat mengatasi
ketertinggalan pengaturan hukum dibidang hukum perusshaan, khususnya
perseroan terbatas di Indonesia yang selama ini diatur oleh XKUHD. Oleh
karenanya tidaklah mengherankan apabila terdapat banyak perubahan dalam
pengaturan perseroan terbatas menurut UUPT dibandingkan dengan peng-
aturan sejenis sebelumnya menurut KUHD.

Tulisan ini akan berupaya menelaah secara singkat prinsip-prinsip bam
dalam sistem perseroan terbatas yang terkandung di dalam UUPT.

B. Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas

. ~Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut: “perseroan ") merupakan ben-"-.
tuk perusahaan yang paling banyak dipakai sebagai wahana untuk melakukan
kegiatan-kegiatan usaha, baik di lmgkup nasional maupun di imgkup inter-
nasional.. Dan bentuk perusahaan ini dikenal di hampir semua negara di du-
nia-dengan nama yang berbeda, seperti misalnya, di negara-negara Anglo
Saxon dikenal dengan nama. “Company Limited by Shares (Co. Lid.)", di
Jerman, Swiss dan Austria. dinamakan “Akziengesellschaft (4.G)" dan di
Netherland bernama ."Naamloze Vennootschap (N.V)".

: Perkembangan pesat tata- kehidupan perekonomian mtemasaonal sejak
pasca Perang Dunia II telah mendorong terjadinya perubahan-perubzhan
mendasar terhadap prinsip-prinsip sistem perseroan sebagai pelaku penting
di da}am keglatan ekonoma nasxonal maupun antar negara. Sehmgga karena-

Pasai 128 ayal {l) _10 Pasai 129 UUP’T

Staatsblaad Tahan 3847 Nomor 23.
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nya prinsip-prinsip sistem perseroan yang termuat dalam Pasal 36 s/d Pasal
56 KUHD sudah sangat tertinggal dan tidak dapat lagi digunakan sejalan’ det
ngan perkembanwan kehidupan perekonomian. Bahkan di negara asalnya’ ke
tentuan KUHD ini, yaitu Netherland, ketentuan-ketentuan tentang Naamloze
Vennootschap (N V) teiah iama menga]am: perubahan sesuai kebutuhan
zaman. : : -
‘{}UPT telah mengandung prinsip-prinsip sistem perseroan terbaias mo-
dern ‘yang. diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkem»
_bangan zaman, yaitu meliputi: o el
‘ar+o Prinsip pertanggung;awaban pemegang saham (pzercmg the corporate
veil);

b Prinsip pertang gung;awaban dan kemampuan Pengums (ﬁduaa:y du~ :

winies)y

coe. Prinsip perlindungan. pemegang saham minoritas goz?rsonal rlghr a’an

= cinderivarive action); 7 Gt
d, -+ Prinsip perlindungan kreditor (capztal maintenance dacz‘rme}

) Prmsxp keterbukaan (dzsdosure)

ey
. oi

Prmszp ‘pertanggungiawaban pemegang szham (piercing ' the
coporate veil)
Prinsip tanggung jawab pemegang saham perseroan yang terbatas pada
besarnya saham yang dimiliki seakan-akan-identik dengan keberadaan dan
pengertian perseroan itu sendiri. Bahkan prinsip pertanggungjawaban terbatas
inilah yang merupakan ciri utama yang membedakan antara perseroan dengan
bentukwbentuk perusahaan lainnya. - :
““Meskipun prinsip pertanggungjawaban terbatas ini masih dltenma na-
mun perkembangan zaman telah menggesernya menjadi bersifat tidak mutlak
lagi. -Dimana dalam keadaan-keadaan tertentu secara luas telah pula dité'rima
prmsxp “plercing the corporate veil”; yang membuka kemungkinan peme-
gang saham perseroan dimintakan pertanggungjawaban yang lebih besar dari-
pada sekedar besarnya saham -yang dimilikinya.~Artinya di sini pemegang
saham ‘perseroan dapat dimintakan: pertanggungjawabannya secara pribadi
(termasuk: kekayaan pribadi) atas-kerugian: yang diderita perseroan, jika
terpenuhinya-keadaan-keadaan- tertentu - (syarat-syarat tertentu)- yang dite~
tapkan ‘oieh peraturan perundang-undangan yang mengatrnya. - S
UUPT pada hakekatnya masih mengakm prinsip pertanggung]awaban
terbatas, tetapi di lain pihak UUPT juga mengakui prinsip "piercing the
corporate veil”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UUPT menganut
prinsip pertanggungjawaban terbatas yang tidak mutlak, hal mana dapat
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diketéhui-dari ketentuan tersebut di bawah ini:

2 Gsal 3 . ) - .
) Pemegang saham perseroan tm‘ak benanggurzg _;awab secara ;-
-.:pribadi atas-perikatan yang dibuqinya atas-nama perseroan . -
dan tidak bertanggungjawab atas kerugzarz perseroan meleblhz.{_
nilai saham yang telah diambilnya. '
(2) Ketenruarz sebagazmana dtmaksm‘ da!am aya: (1 ) tza'a!c ber- :
o laku apabila: :
- persyaratan. perseroan sebagaz badan hukum belum arau '
Cwnis - tidak terpenuhi; ("~ e
i i:b. - pemegang saham yang bersangkutan bazk langsung mau--:
pun tidak langsung dengan-itikad buruk memanfaathkan i+
perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
.. pemegang  saham yang bersangkutan terlibar dalam i
- perbuatan melawarz hukum yang a'ziakukan oleh perse-: i
. TOan, otau Eg
Lo pemegang salzam yang bersangkutan bazk langsung mau- =+
vieoopuntidak langsung secara melawan hukum menggunakan v
“: o kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan per- .
seroan mefyadz tzdak cukup untuk melunasz urang per-
S seroan.: N : SIRIY

2. Prinsip pertanggung‘awaban dan kemampuan pengurus (fiduciary:
duties})

Bilamana sebelumnya perseroan cenderung dimiliki secara terbatas oleh
satu atau beberapa orang pemegang saham saja dengan akses langsung ter-
hadap penguasaan kontrol kegiatan perusahaan melalui perlengkapan kedu-
dukan sebagai pengurus (Direksi dan/atau Komisaris). Maka kini sejalan
dengan:perkembangan kegiatan dunia usaha, perseroan ;kut menwalaml peru-
bahan seperti, antara lain::;

a.  Perseroan mulai. tumbuh sebagat unit usaha dengan modai yang besar,
sehingga mendorong terjadinya diversifikasi kepemilikan saham, dimana
saham-saham perseroan dimiliki oleh banyak pemegang saham dan bah-
kan .ada perseroan yang saham-sahamnya: dam;laki oleh masyarakat luas
{perseroan Terbuka/Go.Public Company); o

b. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan lahirnya tuntutan efisiensi
di dalam pengelolaan perseroan: Dan untuk mencapai efisiensi ini kepe-
ngurusan perseroan perlu ditangani oleh tenaga-tenaga ahli dan profe-
sional, sehinegea perangkanan antara pemegang saham dan ishatan pDe-
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ngurus mulai ditinggalkan.

Peranan pengurus di dalam perseroan modern, terutama peranan Direk-
si, sangatlah penting karena seluruh kegiatan operasional perseroan berada
+ di tangan:Direksi yang diawasi oleh Komisaris. Dan mengingat pengurus

perseroan ini bukanlah pemegang saham atau setidak-tidaknya bukan peme-
gang saham mayoritas, maka terhadap anggota pengurus (Direksi) tidak saja
dituntuttharus memperhatikan kepentingan perseroan, tetapi lebih dari jtu
juga dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa

tanggung jawab. Di samping itu-setiap anggota pengurus ini dituntut untuk
menjalankan tugasnyaz secara maksimal sesuai kemampuannya dan dengan
dilandasi sikap kehati-hatian yang tinggi, guna menghindari terjadinya
kemungkinan kerugian bagi perseroan {duty of skill and care).

Apabila di dalam menjalankan tugasnya ternyata pengurus perseroan ter-
bukti telah melanggar salah satu atau beberapa "rambu” di atas, seperti
misalnya memiliki jtikad buruk terhadap perseroan, atau ternyata kemampu-
annya (skill) rendah/tidak memadai atau sembrono/kurang hati-hati di dalam
menjalankan tugas, yang kesemuanya itu mengakibatkan perseroan menga-
lami kerugian, maka terhadap anggota pengurus yang bersangkytan dapat
dituntut untuk bertanggung jawab penuh, termasuk dengan harta pribadinya,
untuk menutupi kerugian yang dialami perseroan.

UUPT menganut prinsip “fiduciary duries™ ini baik terhadap anggota
Direksi maupun Komisaris, halmana dapat diketahui dari ketentuan- ketentuan
tersebut di bawah ini: : :

Pasal 85
(I } Setiap anggota Dzreksz wajib dengan itikad baik dan penuh -
Lcranggung jawab meryalankan tugas unmk kepentingan dan
w0 usaha perseroan. S
(2)- Seriap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pri- -
badi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menja- -
< lankan tugasnyasesuai dengan ketenruan sebagaimana dimak-
:sud dalam ayar (1), '
(3)- Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling
-+ sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan
-+ ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena
- kesalohan atau kelalazamzya menimbulkan kerugian pada per-
-~ seroan.
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Pasai 98
(1) :Komisaris waﬂb dengan itikad bazk dan penuh tanggung
Jjawab menjalankan tugas urmk keperzrmgan a’an usaiza per-
seroan.
(2)= Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling
- sedikir 1/10 (satu’ persepuluh)- bagian dari Jjumlah saham
s sodengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke
. Pengadilan Negeri rerhadap Komisaris yang karena kesalahan
L qtau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroarz. \

3. Perlindungan bagi pemegang saham mmorltas (personai rights &
derivative action)’
Kepentingan pemegang saham suatu perseroan pada hakekatnya dapat
ditinjan darl 2 (dua) sudut ya;tu

a. Kepenrmgan pemegang saham selaku pribadi.
" Secara yuridis diakui bahwa saham merupakan benda bergerak yang
melahirkan hak kepemilikan kepada pemegangnya.

Selanjutnya berdasarkan hak kepemilikan ini pemegang saham dapat me-
lakukan tuntutan terhadap perseroan atas pelaksanaan hak-hak yang dimi-
likinya sebagai pemegang saham sesuai demgan ketentuan perundang-un-
dangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersang-
kutan, atau untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran terhadap
hak-hak yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sebagai pemegang saham.

Hak pemegang saham termaksud di atas di dalam hukum perseroan
moderh-dikenal dengan nama “personal right”; dan pada UUPT hak ini
diakui‘sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan-ketentuan di bawah ini:

Pasal 54 -

{1}~ Saham merupakan benda bergerak dan memberzian hak kepe-
milikan kepada pemegangnya. '

(2) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap
perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena
tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan
yang wajar sebagaz aktbat kepurusan RUPS Dtreksz atau K0~

' '-mzsans

Pasal 55
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agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang
- wn bersangkutan menyetujui tindakan perseroan yoang meruglkan
. pemegang saham- gty perseroan, beripa: s
- a. perubahan Anggaran Dasar; :
wob. - penjualan, penjaminan, pertukaran sebagion besar atau
-Selurun kekayaan perseroan; atau :
penggabungan, pe[ebumn atau pengambzlalzhan perseroan

............................................................................

Pasal 110
1) Pemeriksoan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tu-
- juan untuk mena’apatkan data atau keterangan dalam hal ter-
dapat dugaan bahwa:
a. perseroan melaﬁ.ukan pérbuatan melawan hukum yang i
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga,; atau

b. anggota Direksi arau Komisaris melakukan perbuatan
melawan hukum yang merupakan perseroan atau peme-
gang saham atau pihak ketiga. .

{2} Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) dzlakukaiz
... dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alg-: . -
. sannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi-
< Tempat kedudukan perseroan.
- {3)  Permohonan sebagaimana dzma&sud dalam ayat (2) hanya da-- -
- _pat dilakukan oleh: :

Q. pemegang saham atas nama dm sendiri atau atas nama
perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu.
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah;

b.  pihak lain dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjan-

Jian dengan perseroan diberi-wewenang untuk mengaji-
kan permohonan pemeriksaan; atau
- anksaarz dalam hal mewakili kepentzngaiz umum.

b. Kepefznngan pemegang saham sebagaz baglan dari perseroan

Setelah perseroan memperoieh status sebagai badan hukum, maka secara
yuridis perseroan yang bersangkutan menjadi subyek hukum yang terpisah
dari para pemegang sahamnya. Semeftara itu pemegang saham menjad:
bagian dari perseroan, khususnya bagian dari RUPS.

o A I . T - | - T . T T T T



 Perseroan Terbatas . 243

roan selaku subyek hukum dipersonafikasikan pada Direksi yang berhak ber-
tindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan baik di dalam maupun
di luar penaadlian Apabila di dalam perjalanan perseroan, pemegang saham
menjumpai adanya perbuatan dari organ-organ perseroan (RUPS atau Direksi
‘atau Komxsarls} yang patut diduga menyebabkan kerugian atau terganggunya
: kepentmoan perseroan, maka pemegang sasham yang bersangkutan akan me-
nemui -kesulitan untuk tampil dengan .mengatasnamakan perseroan guna -
. membela kepentingan perseroan yang dirugikan itu, karena terhadang oleh

L :konsep “locus standi” tersebut di atas.

Untuk .mengatasi hambatan yang tercipta dari konsep "locus standi” di
atas -maka hukum perseroan modern memperkenalkan hak khusus pemegang
saharn uni:uk bertindak atas pama dan mewakili perseroan, yang dmamakan= '
sebagai "derivative action”, yaitu; i

"Ar_z action is a. dertvanve action when rhe action is based upon 4 -
_5:_.3: primary right of the corporation, but is asserted on its behalf by ...~
. the.stockholder because of the corporation’s failure, deliberate or .

orherwzse, 10 act upon the primary right”.* U
Dengan *derivative action’ ini pemegang saham dapat bertindak untuk dane
atas.pama serta mewakili perseroan di dalam mengajukan gugatan/tuntutan
terhadap organ-organ perseroan yaitu Direksi atau Komisaris melalui peng-.
adilan, apabila dianggap telah. melakukan tindakan yang merugikan kepen~s
tingan perseroan, pemegang saham atau pihak lain, 5

UUPT mengakui juga keberadaan *derivative action’ ini, sebaga:mana.
dimuat dalam ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

(3} Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili pa!mg I
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
.. saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan
ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena
o kesalahan arau kelalazannya memmbulkan kerugzan pada
perseroan e o :

"% Henry Campbelt Black, Black’s Law Dictionary, Fifih Edizion. St. Paul Minn.: West Publishing

S~ 109 L .1 AAN
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‘(2) |Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palmg B
“sedikit 1/10 (saru persepuluh) bagian dari jumlah saham -
- -dengan hak suara yang sah dapar mengajukan gugatan ke -
. #+ Pengadilan Negeri terhadap Komisarisyang karena kesalohan 7
U ataickelalaiannya memmbulkan kerugzan pada perseroan '

_ Meskxpun "personal right™ dan "derivative action” ini pada hakekatnya
merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, namun di dalam
kenyataannya hak ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan peme-
gang saham minoritas. Sedangkan di lain pihak pemegang saham. mayoritas
kurang memerlukan kedua hak ini dalam rangka melindungi kepentmcannya
Karena meskipun dalam kehidupan perseroan modern lebih dikenal prinsip

“plercing ‘the corporate veil” dan "fiduciary duties" sebagalmana tefah
dijelaskan di atas, namun sulit dipungkiri bahwa di dalam prakteknya derajat
kedekatan pemegang saham mayoritas dengan perseroan masih tetap tinggi,
terutama-kedekatan pemegang saham mayoritas dengan organ-organ perse-
roan yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Hal ini disebabkan karéena
masih diakuinya "prinsip mayoritas” yang memberikan pembenaran terhadap
pendapat perseroan dlkendahkan berdasarkan kehendak pemeoang saham
mayoritas: _

Kedua hak yang dimlllk! oleh pemegang saham tersebut di atas, yaitu

"personal nght dan "derivative action’ bukan dimaksudkan untuk menge-
nyampingkan ’prinsip mayoritas’, melainkan semata-mata untuk mengim-
bangi saja, dimana diharapkan pemegang saham mayoritas dapat dicegah
untuk bertindak sewenang-wenang sebagai layaknya ’diktator mayoritas®
yang dapat meruglkan kepent:ngan pemegang saham mmorltas

4. Perimdungan baga kepentangan kredltor {capital mamtenance
décetrine)

Secara umum dapat d1katakan bahwa’ moda[ suatu perseroan meliputi
modal saham (shares capital) yang berasal dari pembayaran atas pengam-
bilan saham oleh pemegang saham dan modal pinjaman (loan capital} yang
merupakan pinjaman dari pikak luar atau dari pemegang saham sendiri.
Keduanya disebut sebagai kreditor.

Hubungan antara suatu perseroan modern dengan kreditor terjalin sangat
erat, karena tanpa adanya pinjaman modal dari kreditor, suatu perseroan
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- akan memenuhl kesulitan modal guna menjalankan kegiatan usahanya.: Se- g
dangkan sementara itu posisi- kreditor terhadap perseroan cukup Tentan;
karena hanya bertumpu pada harta kekayaan perseroan sebacai jamman atas
pengembahan piutangnya: .

. Sejalan‘dengan berkembangnya peranan perseroan sebagai lembaga pe-
_ ngumpulan modal (capital raising mechanism}),.maka semakin meningkat -
pula peranan.modal pinjaman, yang pada gilirannya diantisipasi oleh hukum -

: 'perseroan rnodern dengan penmgkatan per!mdungan bagl kepentmgan kre=

: _..UUPT menampung pr1n51p perhnduagan baga kredttor dengan dlanutnya
konsep perhna’ungan modal/kekayaan perseroan (Capital Maintenance Doc-
trine)*; mengingat modal atau kekayaan perseroan inilah yang merupakan
jaminan utama terhadap pembayaran utang kepada kreditor, sehingga untuk
itu baik perseroan, pemegang saham maupun pengurus wajib menjaga dan
memelihara modal dan kekayaan perseroan ini secara baik.

Di dalam UUPT, “Capital Maintenance Doctrine” ini tercantum pada
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: I

a. Pasal'3-ayar (2) hurufd.

"~ Keteptuan ini telah: drsebutkan di atas, ket;ka membicarakan tentang
plercing:the corporate-veil, Berdasarkan ketentuan ini, pemegang saham
wajib bertanggung. jawab ‘secara pribadi- (termasuk kekayaan pribadinya)
untuk melunasi utang perseroan, apabila yang bersangkutan secara melawan
hukum:baik langsung maupun tidak langsung telah menggunakan kekayaan
perseroan .yang ‘mengakibatkan kekayaan perseroan tersebut tidak cukup
untuk-melunasi hutangnya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini berarti juga bahwa harta
kekayaan perseroan bukanlah merupakan satu-satunya jaminan untuk pe-
ngembalian piutang kreditor, tetapi juga termasuk harta kekayaan pribadi
pemegang :saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dltetapkan oleh
ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT i : : :

b Pasal 29 yang berbunyi: i
{] )" Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sen-
diri. :
B (2) Larangan pemzlzlcan saham sebagmmana dzmaksud dalam ayar

(1) berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang
“dikeluarkan oleh induk perusahaannya,
i-Larangan bag1 perseroan untuk mem:llki sendiri saham (yang baru '
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dikeluarkan): sebagaimana dnatur oleh Pasal 29 ayat (1) UUPT dn atas
bertujuan untuk: - B
B mencegah terjadmya kesan yang menyesatkan kredltor bahwa Seoiah-
olah perseroan memiliki kekayaan yang besar berupa modal saham
(yang disetor pemegang -saham) dan -asset berupa saham yang dimiliki
: sendiri. Padahal sesungguhnya keduanya (modal saham dan asset saham), 4
- ‘bersumber.dari dana yang disetorkan oleh pemegang saham... .-
2) mencegah berkurangnya modal saham yang disetorkan oleh pemegang:
"+ ..saham, mengingat modal saham ini merupakan bagian dari kekayaan:
i 7 perseroan yang menjadi kepentingan kreditor.- Sedangkan larangan bagi
+anak.perusahaan untuk memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk
3 :;perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2), lebih ditujukan.

"untuk melindungi kepentingan kreditor anak perusahaan yang bersang—'
:+ kutan dengan alasan»alasan yang sama-dengan di atas. ' MR

c.l-Pasal: 30 ayar (I ), yang berbunyl P
(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telar’z dikeluar-1-:: 5
kan dengan kerentuan:
a. dibayar deri laba bersih sepanjang ridak menyebabkan.
© o . kekayoan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jum-
-lah modal yang. ditempatkan ditambah cadangan yang
diwajibkan sesuui dengan ketentuan Undang-una‘ang ini;
st dan :
vie-bo o jumlah nilai nomznal seluruh saham yang dimiliki perse- -+
. roan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan -
dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (se--+
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan. .

Pembehan kembah saham di-sini adalah pembelian saham—saham yang
teiah dikeluarkan oleh perseroan dan telah diambil oleh pemegang saham;-
jadi berbeda dengan pembelian saham yang dimaksud dalam Pasal 28 UUPT
di atas, yang merupakan saham yang baru dikeluvarkan. Pembelian kembali
saham oleh perseroan tidak dilarang, tetapi hanya dibatasi, dengan maksud.
untuk memberikan kemungkinan bagi perseroan dalam keadaan-keadaan ter-
tentu (seperti misalnya karena kewajiban yang ditetapkan oleh Pasal 55
UUPT), untuk membeli kembah saham- saham yang dimiliki oleh pemegang
saham.- '

Mamun demzk:an dalam rangka mehndungz kepentngan kreditor maka
pembelian kembali saham oleh perseroan ini, dibatasi dengan persyaratan
bahwa pembelian kemhali eaham 80 fidals bnleh moangnlrifarl-an Lal-aganms



perseroan menjadl lebih kecil dari jumiah modal yang d:tempatkan ditam-

" bahkan dengan cadangan wajib. Disamping itu jumlah saham yang dapat: dl-_

.

baliz kembah ‘dibatasi hanya ‘maksimal 10% (sepu!uh persen) darl Jumlah -
modal yang :telah dltempatkan aleh perseroan : _ . e

: o Keterhukaan (dxsclosure) LN e
5:::.Sebaga1mana telah dikemukakan: sebeiumnya bahwa perseroan modern_
ditandai oleh ciri-¢iri: o

.pengelolaan perseroan dllakukan oleh tenaga~tenaga profeswnal yang__ _
‘- terlepas dari pemegang saham (duty of skill and care); gt
2) «jumlah-pemegang saham yang. semakin membesar: (bahkan ada: yang

dimiliki oleh masyarakat seperti pada perseroan publik); - -
3) meningkatnya keterlibatan kreditor sejalan dengan perkembangan

peranan perseroan sebagai ‘capital raising mechanism’,
Sebagai konsekwensi dari perkembangan perseroan tersebut di atas, maka
diperlukan adanya keterbukaan (disclosure) berkenaan dengan segala aspek
perseroan:dalam rangka upaya- melmdunn; kepentmgan p;hak-pxhak yang
terkaitdengan kehidupan perseroan.’.

Prinsip - keterbukaan :yang dianut oleh hukum perseroan modem ini
mengandung 2 {(dua) unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:
I: .accessibility, yaitu kemudahan bagi pemegang saham dan kreditor untuk
++-memperoleh informasi dan data tentang perseroan yang diperiukan::
2:::accuracy, yaita ketepatan atau kebenparan informasi dan data tentarig

e perseroan yang dts;apkan/dtsedlakan oieh Direksi (pengums)

St :'Guna men}amm accesszbzhry it UUPT menetapkan antara iam
a.- +RUPS berhak memperoleh segalz keterangan vyang berkaitan dengan
.+ kepentingan perseroan dari D:rek51 danfatau Komisaris {Pasa} 63 ayat
@ |
b. Direksi wajib menyedlakan dan memberakan (secara cuma- cuma) bahan-
bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS kepada semua pemegang
saham {Pasal 69 ayat (4) dan (5)};
¢c. mewajibkan perseroan untuk'mengumumkan melahui 2 (dua) surat kabar
harian setiap tindakan penting yang diambil, seperti misalnya:
. pengurangan modal {pasal ‘37 ayat (2)]; pemanggilan RUPS :PT.
Terbuka [Pasal 69 ayat (3)]; pelaksanaan penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan [Pasal 105 ayat (2)]; pembubaran perseroan [Pasak 118
-ayat {1) huruf ¢}, ‘dan sebagainya. : :
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¢ Di-samping-itu UUPT juga mewajibkan pengurus perseroan untukme- -
nyampaikan laporan dan segala informasi yang berkaitan tentang perser'paﬁ'
- secara: benar {accuracy). ‘Apabila ternyata-laporan dan informasi « yang
disampaikan oleh pengurus perseroan-tidak benar.atau menyesatkan, maka
pengurus perseroan harus memikul tanggung-jawab secara renteng terhadap
pihak-pihak yang dirugikan [Pasal 60-ayat (3)]. . - NG L
o= Dalam rangka lebih menjamin kemudahan pemegang saham dan kreditor -
- memperoleh informasi dan data tentang perseroan serta memastikan keho-
‘baran agas informasi dan data tersebut, UUPT memberikan hak kepada
- pemegang saham dan kreditor yang bersangkutan meminta kepada Ketua
Pengadilan ‘Negeri setempat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap
perseroan (Pasal 110). - . :

C. Penutup:

¢ Prinsip-prinsip sistem perseroan terbatas yang dikandung olch UUPT;
yang telah dikemukakan secara singkat di atas, menanandakan dimulainyaera
perseroan modern di dalam kehidupan perekonomian Indonesia. :

- Prinsip-prinsip ini akan membawa perubahan yang drastis terhadap
gerak dan-langkah lembaga perseroan terbatas dari yang ada selama ini
berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 36 s/d Pasal 56 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang. Dan mengingat UUPT ini berlaku baik untuk perseroan
yang baru akan dibentuk maupun terhadap perseroan-perseroan yang telah
ada sebelum berlakunya UUPT, maka kiranya mutlak bagi semua pihak yang
terlibat di dalam wadah usaha yang berbentuk perseroan terbatas {baik selaku
pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris ataupun kreditor) untuk
sejak dini memahami ketentuan-ketentuan yang dikandung dalam UUPT ini.

Tulisan singkat ini dimaksudkan sebagai upaya membantu mencapai
sebahagian dari tujuan termaksud. :
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